BAB IV

PENUTUPAN

Berdasarkan pembahasan di atas terkait penangkapan ikan yang
merusak ekosistem di laut dengan sengaja ditinjau dari Undang-undang
nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, maka dapat ditarik kesimpulan

dan saran sebagai berikut;

4.1 Kesimpulan
1. Kerusakan ekosistem laut terjadi akibat ulah manusia itu sendiri baik
secara langsung maupun tidak langsung. Alat penangkapan ikan
yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Sehingga,
menimbulkan akibat dan dampak yang sedemikian rupa dapat
merusak ekosistem laut. Maka wajib mempertanggungjawabkan
yang telah diperbuat, jika terus menerus melakukan hal tersebut
dapat mengancam ekosistem laut yang mengakibatkan efek yang
sangat buruk. Sebaiknya kita sebagai manusia ataupun sebagai
sesama makhluk hidup harus bijak dalam melakukan suatu hal

sebelum bertindak.

2. Masyarakat Indonesia harus selalu mendukung peraturan Undang-
undang nomor 45 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 31 tahun
2004 tentang Perikanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum

dan melestarikan ekosistem di Indonesia baik ekosistem darat



maupun ekosistem laut. Sudah seharusnya kita meninggalkan
semua hal-hal yang merugikan alam kita demi masa depan anak dan

cucu kita kedepannya.

4.2 Saran

1. Diaharapkan pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi
dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum
perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera
bagi para pelaku penangkapan ikan yang dapat merusak ekosisitem
laut di Indonesia.

2. Pemerintahan Kota atau Kabupaten terus melakukan sosialisasi
kepada masyarakat khususnya nelayan terkait larangan
penggunaan alat tangkap ikan yang bisa mengakibatkan rusaknya

Ekosistem di laut.
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